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Abstrak

Hukum pidana Islam selalu diperdebatkan dari segi nilai-nilainya dalam sendi
kehidupan masyarakat. Hukum pidana Islam oleh sebagian pihak dikatakan sebagai
produk hukum yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), terutama
ketika berbicara tentang hukuman qisas bagi pembunuh, hukuman rajam bagi pezina,
hukuman potong tangan bagi pencuri dan hukuman mati bagi murtad. Kondisi ini
diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam adalah ketinggalan
zaman (out of date) dan tidak humanis. Kesan seperti itu muncul disebabkan
karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara utuh. Kajian ini membahas aspek-
aspek pemeliharaan HAM dalam hukum pidana Islam untuk meyakinkan bahwa
hukum pidana Islam diterapkan dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan
dengan menerapkan dua prinsip, yaitu pertama, hukum asal (a/-aftkam al-aslivyah),
yakni melarang siapa saja yang melanggar hak-hak asasi manusia; dan kedua, hukum
pelengkap (al-a2fikamn al-mu’ayyidalh), yakni memberikan sanksi bagi siapa yang
melanggar HAM.

Kata kunci: hukum pidana Islam, hukum asal, hukum pelenghap, sanksi, HAM
Abstract

Islamic criminal law is always discussed along with its values in the society lives.
Islamic criminal law is considered by many people as a law that undervalues human
rights, especially when it relates to the qisas punishment for a murderer, stoning to
death for someone committing adultery, hand amputation for a thief, and a death
penalty for apostasy. This condition is worsened with a view that Islamic criminal
law is outdated and not humanistic. Such impression may exist because Islamic
criminal law is not viewed as a whole. This study elaborates the aspects of Islamic
criminal law in maintaining human rights to convince people that Islamic criminal
law is actually applied to uphold human dignity. It is applied with two principles, the
first is a basic law (af-afikam al-asliyah), which prohibits anyone to violate human
rights; and the second is a complementary law (al-afikam al-nu’ayidah), which
provides penal provisions for those who violate human rights.

Keywords: Isiamic criminal laws, basic laws, complementary laws, punishment,
human rights
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A. Pendahuluan

Hukum pidana Islam biasa disebut
dengan istilah jinayah. Lafaz jinavah
adalah bentuk verbal noun (masdar) dari
kata jana Secara etimologi jana berarti
berbuat dosa atau salah, sedangkan
Jinavah diartikan perbuatan dosa atau
perbuatan salah.' Jinayah dari segi istilah
diartikan sebagai perbuatan yang dilarang
oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai
jiwa, harta benda, atau lainnya.2
Sebagian ahli fikih (fugaha’)
menggunakan  kata  jinayah  untuk
perbuatan yang berkaitan dengan jiwa
atau anggota badan, seperti membunubh,
melukai, menggugurkan kandungan atau
1sqar al-hami.

Fugaha’ sering menyebut suatu
kejahatan dengan menggunakan istilah
Jjarimah® Jarimah mempunyai pengertian
yang sama dengan istilah jinayah, baik
dari segi bahasa maupun dari segi istilah.
Dari segi bahasa jarirnah merupakan kata
jadian (snasdar) dengan asal kata jarama
yang artinya berbuat salah, sehingga
Jjarimah mempunyai arti perbuatan salah.
Jarimah  dari segi istilah diartikan:
"larangan-larangan syara’ yang diancam
oleh Allah dengan hukuman /add atau
hukuman ra’z#". * Hukuman #add adalah
suatu sanksi yang ketentuannya sudah
dipastikan oleh nas. Adapun hukuman
ta’zir adalah hukuman yang
pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya
kepada  penguasa.  Hukum  t2’zir
dijatuhkan dengan mempertimbangkan
berat ringannya tindak pidana, situasi dan
kondisi masyarakat, serta tuntutan
kepentingan umum. Hal ini dapat
dikatakan  bahwa  hukuman  ta’zi
diterapkan  tidak  secara  definitif,
melainkan melihat situasi dan kondisi,
dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi,
kapan waktunya, siapa korbannya, dan
sanksi apa yang pantas dikenakan demi
menjamin ketentraman dan kemaslahatan
umat.”

Pertimbangan  suatu  perbuatan
dianggap  kejahatan  adalah  karena
perbuatan  itu  sangat  merugikan
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masyarakat, baik secara individu maupun
kolektif. Misalnya kerugian terhadap
harta bagi si korban atas kejahatan
pencurian, penipuan  harta  benda,
perampasan, kerugian jiwa atas kejahatan
pembunuhan, kerugian nama baik atas
kejahatan  pencemaran nama  baik,
kehormatan. Guna menghindari
kejahatan, Islam melarang perbuatan
yang jika dilakukan merusak atau
merugikan  dan  pelakunya diancam
hukuman.

Perlindungan terhadap agama sama
artinya dengan larangan orang merusak
atau meninggalkan agama, schingga
penghinaan  terhadap agama  atau
kepercayaan dikenai sanksi. Jarimah
riddah, yaitu murtadnya seseorang yang
dibarengi dengan penghinaan terhadap
agama yang dianut sebelumnya dikenai
hukuman. Bahkan dalam hukum positif,
kemurtadan bukan syarat adanya delik
penghinaan terhadap agama, akan tetapi
penghinaan itu sendiri sudah merupakan
tindak pidana.

Perlindungan terhadap Jjiwa
berimplikasi terhadap penerapan
hukuman bagi pelaku yang mengganggu
jiwa seseorang. Oleh karena itu, hukum
Islam melarang membunuh dan melukai
anggota badan. Proteksi terhadap jiwa
dalam hukum pidana Islam dibahas
dalam jarimah qisas divat” Perlindungan
terhadap keturunan diimplementasikan
dengan adanya larangan berzina, karena
perbuatan  zina  akan  menjadikan
kaburnya keturunan. Hukum Islam
datang untuk merombak bentuk-bentuk
perkawinan pada zaman jahiliyah yang
tidak mempertegas nasab. Proteksi
terhadap nasab dimaksudkan agar mereka
yang dilahirkan juga mempunyai hak-hak
yang sama, seperti status sosial, waris,
perwalian dan lain sebagainya. Untuk
mengantisipasi ketidakjelasan keturunan,
maka hukum pidana Islam melarang
berbuat zina. Perlindungan terhadap akal,
hukum Islam mengharamkan segala
sesuatu yang dapat merusak akal,
sehingga tidak terbatas pada masalah
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khamr (minuman keras), tetapi termasuk
barang sejenisnya, seperti morfin, heroin,
ganja, arak, bir, ecstasy, pil koplo, dan
lain-lain. Oleh karena itu, perbuatan
seseorang yang dapat merugikan akal
dikenai sanksi. Dalam hukum pidana
Islam, hal ini termasuk katagori jarimal
hudud yakni  jarimah syurb al-khamr,
artinya minum-minuman keras. Perbuatan
yang dapat merugikan harta benda sangat
dilarang oleh Islam dan pelakunya
ditindak  tegas. Oleh karena itu,
pencurian, penipuan, penggelapan, dan
penipuan timbangan termasuk perbuatan
yang dilarang. Hukum pidana Islam
menggolongkannya ke dalam hukum
pidana pencurian dan hirabah
(penyamunan) dan jarimak ta’zir.

B. Delik  Kehidupan
Perspektif HAM

Riddah dalam Islam’ yang oleh
sebagian ulama dianggap sebagai tindak
pidana merupakan pandangan yang tidak
sejalan  dengan  konstitusi  negara
Indonesia. Oleh karena itu, tak satu pun
pasal-pasal yang mengatur tentang delik
agama dalam hukum pidana positif
Indonesia (KUHP) yang mengatur adanya
larangan untuk pindah agama (riddak).
Riddah bukan persoalan yang urgen
untuk dimasukkan ke dalam hukum
pidana nasional (KUHP) yang sekarang
berlaku. Undang-undang Nomor
1/Pnps/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan atau Penodaan
Agama, sebagai salah satu usaha
pembaharuan hukum pidana Indonesia,
khususnya di bidang delik agama, hanya
menambah pasal baru (156a) tentang
larangan melakukan penyalahgunaan atau
penodaan suatu agama yang dianut di
Indonesia serta larangan melakukan
perbuatan agar orang lain tidak menganut
agama apa pun (ateis).

Hukum Islam ketika membicarakan
riddah terdapat berbagai persepsi, hal ini
banyak faktor yang mempengaruhi,
terutama kebebasan berpikir atau yang
dalam bahasa usul figh disebut ijtihad.

Beragama
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Ijtihad merupakan usaha sungguh-
sungguh dari para ahli hukum Islam
secara maksimal untuk mencapai sesuatu.
Berdasarkan ketentuan dalam ilmu figh,
ijtihad terbatas pada hukum yang bersifat
zannf (samar). Hal ini disebabkan ijtihad
itu sendiri baru dilaksanakan jika tidak
ada ketentuan dalam nas Al-Qur’an
maupun Hadis.

Undang-Undang  Dasar 1945
sebagai hukum dasar negara Indonesia
dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan
secara jelas bahwa semua warga negara
berkedudukan sama di hadapan hukum
dan pemerintahan. Dalam pandangan
hukum, warga negara Indonesia yang satu
dengan yang lain adalah sejajar, tanpa
membedakan  suku, agama, atau
kelompoknya {egualitv before the law).
Hal ini menjadi jaminan bagi negara
Indonesia, terutama di bidang hukum,
untuk tidak akan bersikap diskriminatif
terhadap warga negaranya. Ini juga
mengandung arti bahwa tidak ada warga
negara kelas kedua dalam negara
Indonesia.

Menganalisis  ketentuan  hukum
Islam tentang riddah dengan tolok ukur
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut di
atas semakin mudah untuk dapat
dikatakan bahwa ketentuan yang ada
dalam riddah itu tidak sesuai dengan jiwa
Pasal 27 (1) UUD 1945. Undang-Undang
Dasar 1945 juga menyatakan dalam Pasal
29 bahwa negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini
berarti negara Indonesia bukan negara
agama yang mendasarkan diri pada satu
agama tertentu, melainkan negara yang
ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan
mengakui eksistensi agama-agama yang
dianut warga negaranya." Bahkan, dalam
ayat kedua dari pasal tersebut disebutkan
negara menjamin kebebasan = setiap
penduduk untuk melaksanakan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya
itu. Dengan hanya memperhatikan
konstitusi negara Indonesia sudah dapat
dinyatakan bahwa ketentuan yang ada
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dalam hukum Islam tentang ridda# tidak
sejalan dengan hukum dasar tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
telah mengakui kebebasan agama dengan
mencantumkannya dalam Pasal 18 Ukired
Nations Declaration of Human Rights
yang dikeluarkan pada tanggal 10
Desember 1948 oleh Majelis Umum
PBB. Deklarasi internasional mengeni
hak-hak asasi manusia sedunia
menyebutkan bahwa setiap orang berhak
atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan
agama; dalam hal ini termasuk kebebasan
berganti agama atau kepercayaan dan
kebebasan untuk menyatakan agama atau
kepercayaannya dengan cara sendiri
maupun bersama-sama, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang
lain, dan baik di tempat umum maupun
yang tersendiri.

Memperhatikan persoalan riddah
dalam  hukum Islam yang dapat
memberikan pidana bagi pelaku yang
berpindah agama  (Islam) dengan
menghubungkannya dengan aturan-aturan
internasional tampaknya bertentangan.

Bahkan dalam Universal Declaration of

Human Rights disebutkan secara jelas
bahwa kebebasan beragama meliputi juga
kebebasan  berganti  agama  atau
kepercayaan.

Di  samping itu, pemidanaan
terhadap pelaku ridda/ tidak selaras
dengan pernyataan dalam ayat (2) yang
menyebutkan “tidak seorang pun dapat
dijadikan sasaran pemaksaan yang akan
mengurangi kebebasannya untuk
menganut suatu agama atau kepercayaan
pilihannya”. Hal ini dapat dikatakan
bahwa dipidananya pelaku riddah jelas
akan mengurangi kebebasan seseorang
untuk menganut suatu agama.

C. Qisas Diyat Perspektif HAM
Pembunuhan baik sengaja atau
tidak sengaja berakibat kerugian bagi
keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama,
biasanya mereka kehilangan orang yang
mencari nafkah bagi keluarga, dan #edua,
hatinya sangat sedih karena kehilangan
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orang yang dicintainya. Karena itu, Islam
menetapkan adanya gisas sebagai balasan
akibat perbuatanya merugikan orang lain
dan hukuman diyat (denda) untuk
meringankan beban nafkah keluarga dan
meringankan  sedikit kesedihan hati
mereka. Divar dapat diartinya sejumlah
harta yang diberikan sebagai pengganti
jiwa yang telah terbunuh.” Divat berarti
ganti rugi yang diserahkan kepada
seorang pelaku tindak pidana terhadap
korban atau ahli warisnya dalam tindak
pidana pembunuhan atau kejahatan
terhadap anggota badan orang lain.'”

Dalam hukum pidana Islam, yang
termasuk dalam jarimalh gisas-diyar ini
adalah (1) pembunuhan dengan sengaja;
(2) pembunuhan semi sengaja; (3)
menyebabkan matinya orang karena
kealpaan atau kesalahan; 4)
penganiayaan dengan sengaja; dan (5)
menyebabkan orang luka karena kealpaan
atau kesalahan. Hukuman diyat dalam
Islam  selain  dimaksudkan  untuk
mencegah terjadinya suatu bentuk tindak
pidana yang dapat menimbulkan bahaya
bagi keselamatan hidup seseorang,
sekaligus juga sebagai proteksi terhadap
jiwa manusia agar tetap dihormati dan
dimuliakan.'  Karena setiap bentuk
pembunuhan, baik yang jelas memiliki
motif  tertentu  (sengaja)  ataupun
sebaliknya, bisa menimbulkan kesusahan
(hidup) yang cukup berarti bagi keluarga
korban yang bersangkutan. Hal ini karena
kemungkinan munculnya perasaan sedih
yang dalam akibat meninggalnya korban
yang telah menjadi bagian keluarganya
ataupun  menjadi  tumpuan  hidup
keluarganya."?

Pelaku pembunuhan sengaja dalam
Islam dapat dikenakan hukum gssas, jika
keluarga korban menghendaki. Karena
hukum g¢isas dianggap sebagai hukuman
tertinggi dalam Al-Qur’an, maka pada
kondisi tertentu hukum grsas dapat
diganti dengan hukuman lain.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja
adalah  hukuman pokok, hukuman
pengganti, dan hukuman tambahan.

Makhrus Munajat



Hukuman pokok pembunuhan sengaja
adalah gisas. Hukuman ini diberlakukan
jika ada unsur rencana dan tipu daya dan
tidak ada maaf dari pihak keluarga si
korban. Bila keluarga korban memaafkan,
maka hukuman penggantinya adalah
divat. Jika sanksi gisas atau divat
dimaafkan, maka hukuman penggantinya
adalah ¢a’z/r. Hukuman tambahan bagi
jarimnal ini adalah terhalangnya hak atas
warisan dan wasiat."’

Selain itu, dapat juga tidak dikenai
hukuman bila pihak korban memaaftkan
orang yang melukainya. Dalil hukum
dalam hal ini menyatakan bahwa mata
dibalas dengan mata, telinga dibalas
dengan telinga, hidung dibalas dengan
hidung, dan seterusnya. Maksud dari
syari'at  gisas divat adalah untuk
kemaslahatan hidup manusia yang
menyangkut kehidupan pribadi maupun
kehidupan bermasyarakat. Nyawa
seseorang mahal, karena itu harus dijaga
dan  dilindungi.  Ketentuan  gisas
mempunyai relevansi kuat dalam upaya
melindungi manusia, sehingga para
pelaku kriminal timbul kejeraan, lantaran
harus menanggung beban akal menimpa
dirinya jika ia melakukannya. Selain itu,
dapat dipetik dari sanksi hukum pidana
pembunuhan bahwa pihak si korban
diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk
memilih  hukuman yang dikenakan
terhadap pelakunya. Hal ini mempunyai
relevansi kuat pertimbangan psikologi
keluarga. Betapa penderitaan pihak
keluarga lantaran salah satu anggotanya
meninggal, lebih-lebih karena dibunuh
oleh seseorang. Pihak keluarga korban
sedikit banyak mengetahui kepribadian
keluarganya. Apabila mereka mengetahui
bahwa yang terbunuh adalah salah
seorang anggota keluarga yang akhlaknya
kurang baik dan atau tidak terpuji, maka
mereka dapat memakluminya jika ia
dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu,
ia tidak akan dendam  kepada
pembunuhnya  bahkan  kemungkinan
besar akan memaaftkan pelaku dari
pembunuhan dimaksud.
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Adapun unsur pembunuhan semi
sengaja adalah 1) pelaku melakukan
perbuatan yang mengakibatkan kematian,
2) ada maksud penganiayaan atau
permusuhan, 3) si korban darahnya
dilindungi, dan 4) yang digunakan untuk
membunuh  pada  umumnya tidak
mematikan.'"*  Dalam  kasus  yang
demikian, haram bagi keluarga untuk
menghukum qrsas karena
ketidaksengajaan seseorang untuk
membunuh atau menghilangkan nyawa
orang. Oleh karena itu, alternatif
hukumannya adalah hukum diva: (ganti
rugi).

Sedangkan yang dimaksud
pembunuhan karena kesalahan adalah
perbuatan  yang  tidak  melanggar
ketentuan syara', akan tetapi berakibat
hilangnya nyawa orang lain. Contoh
seseorang sedang memburu binatang liar,
namun ternyata peluru mengenai manusia
yang berakibat adanya korban jiwa.
Membuat lubang di tanah pekarangan
sendiri, namun ada orang lain terperosok
dan meninggal. Jadi dalam pembunuhan
karena salah ada sebab akibat dan tidak
adanya unsur kesengajaan. Orang mati
karena jatuh dari lubang, jadi matinya
seseorang disebabkan adanya lubang.
Namun, Ilubang ada bukan untuk
membunuh.

D. Hukuman Potong Tangan bagi

Pencuri Perspektif HAM

Pencuri  adalah orang yang
mengambil benda dan atau barang milik
orang lain secara diam-diam untuk
dimiliki. Di dalam pengertian tersebut,
ada beberapa perilaku manusia yang
serupa tetapi tidak sama dengan pencuri.
Hal ini tidak ada salahnya bila
dikemukakan, misalnya menipu, korupsi,
menyuap. Menipu adalah mengambil hak
orang lain secara licik sehingga orang
lain menderita kerugian. Korupsi adalah
mengambil hak orang lain, baik
perorangan atau masyarakat, dengan
menggunakan kewenangan atas jabatan
dan atau kekuasaannya, schingga
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merugikan orang lain. Menyuap, yaitu
seseorang memberikan sesuatu baik
dalam bentuk barang dan atau uang
maupun lainnya kepada orang lain agar
pemberi memperoleh keuntungan baik
material ~ atau = moril; sedangkan
pemberiannya itu ada pihak lain yang
dirugikan.

Diriwayatkan  dari  Sayyidatina
Aisyah r.a. ia berkata: Sesungguhnya
kaum Quraisy merasa bingung dengan
masalah seorang wanita dan kabilah
Makhzumiyyah yang telah mencuri.
Mereka berkata: Siapakah yang akan
memberitahu  masalah ini  kepada
Rasulullah s.a.w.? Dengan serentak
mereka menjawab: Kami rasa hanya
Usamah saja yang berani
memberitahunya, karena dia adalah
kekasih Rasulullah s.a.w. Maka Usamah
pun pergi untuk memberitahu Rasulullah
s.a.w., lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:
Jadi maksud kamu semua ialah untuk
“Memohon syafaat terhadap salah satu
dari hukum Allah? Kemudian baginda
berdiri dan menjawab: Wahai manusia!
Sesungguhnya yang menjadi penyebab
binasa umat-umat sebelum kamu ialah
apabila mereka mendapati ada orang
mulia yang mencuri, mereka
membiarkannya; akan tetapi apabila
mereka dapati orang yang lemah di antara
mereka yang mencuri, mereka akan
menjatuhkan hukuman atasnya. Demi
Allah, sekiranya Fatimah  binti
Muhammad yang mencuri, niscaya aku
akan memotong tangannya. =

Konsep dialektika Islam awal dan
budaya Arab setidaknya menampakkan
tiga pola. Pertama, Islam mengambil
sebagian tradisi dan meninggalkan
sebagian  lainnya.  Kedua, Islam
mengambil dan meninggalkan tradisi
Arab secara setengah-setengah dengan
mengurangi atau menambahkan adat dan
praktik  pra-Islam.  Ketiga, Islam
meminjam norma-norma tersebut dalam
bentuknya yang paling sempurna tanpa
mencerna dan mengubah namanya.
Respons al-Qur'an terhadap kehidupan
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masyarakat jahiliyah yang ada saat itu
dapat dibagi menjadi tiga bagian.
Pertama, ia mempertahankan suatu
tradisi  yang  dimiliki  masyarakat
jahiliyah, misalnya hukum potong tangan
bagi pencuri, baik laki-laki maupun
perempuan. Artinya, hukum potong
tangan bagi pencuri sudah dikenal di
tengah masyarakat Arab pra-Islam yang
kemudian dipertahankan oleh Islam.
Secara substansial dan material, di situ
tidak ada perbedaan antara hukum potong
tangan yang berlaku pada masyatakat
Arab jahiliyah dan hukum potong tangan
yang ditetapkan oleh Islam. Kalaupun ada
yang berbeda, hanyalah sumbernya.
Hukum potong tangan yang diberlakukan
masyarakat Arab pra-Islam bersumber
dari tradisi masyarakat yang sudah
berjalan ratusan tahun. Ketika Islam
turun, hukum tersebut dipertahankan
dengan mengalihkan sumbernya dari
tradisi masyarakat Arab pada wahyu
Allah SWT (Al-Qur'an). Kedua, Al-
Qur'an mempertahankan sebagian dari
tradisi pra-Islam dan menolak sebagian
lainnya. Ketiga, Al-Qur'an menghapus
suatu tradisi yang Dberlaku pada
masyarakat Arab jahiliah, misalnya riba.
Fazlur Rahman mengatakan bahwa
dalam kasus pencurian perlu diterapkan
teori graduasi. Artinya, pencuri yang baru
pertama kali mencuri tidak harus
dipotong tangan, melainkan hukum
t2’zir.'® Muhammad Syahrur memahami
bahwa hukum potong tangan dalam Al-
Qur’an sebagai hukum yang tertinggi.
Artinya diperbolehkan berijtihad
mengurangi hukuman tersebut tetapi
tidak boleh melebihi ketentuan hukum
yang ada di dalam al-Qur’an. Dengan
demikian, hukum potong tangan boleh
diganti dengan hukuman lain yang lebih
rendah, tetapi tidak boleh diganti dengan
hukuman yang lebih tinggi.'” Jika
ternyata kejahatannya lebih tinggi dari
kasus pencurian, maka hukuman yang
diterapkan adalah delik /frabah. Syahrur
secara tegas menyatakan dalam teori
halah al-hadd al-a2’la (batas maksimal),
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yang artinya bahwa seorang pencuri jika
telah terbukti dengan terpenuhi syarat-
syarat dan telah sampai ke tangan hakim,
maka  hukuman yang  diterapkan
berdasarkan al-Qur’an adalah hukum
potong tangan. Hukum ini, menurut
Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-
Qur’an. Artinya hakim boleh meniadakan
hukum potong tangan jika ada alasan
yang mengharuskan untuk menghindari
hukum potong tangan.""

[jtihad dalam rangka menafsirkan
dan menjelaskan serta men-fafsi/-kan
bahasa al-Qur'an tentang tindak pidana,
misalnya, sarigalr dan gat! al-yad ke
dalam bahasa undang-undang merupakan
nilai ibadah."” Mengingat hukum yang
digunakan manusia di dunia ada dua
macam, pertama hukum sekuler, yaitu
hukum yang sumbernya semata-mata dari
pikiran manusia sebagai akibat dari
kebutuhan akan ketertiban, ketentaraman
(faw and order), jaminan hak-hak
dasarnya ( fundamental human right)
yang pada dataran empirik banyak
diilhami oleh Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (The Universal
Declaration of Human Right). Kedua,
hukum agama, yaitu hukum yang nilai
dasarnya  bersumber  dari  wahyu,
kemudian pada  tahap  aplikasinya
disistematisir dan di obyektitkan oleh
manusia  sesusai  dengan  kondisi
masyarakatnya.

D. Hukuman Rajam Prespektif HAM

Sejarah telah mencatat bahwa
terjadi perbedaan ketika menerapkan
sanksi dalam kasus yang sama, seperti
zina yang dianggap sebagai jarimmal
fudud.  Teori graduasi  diberlakukan
dengan prinsip adanya tahapan-tahapan
dalam  menerapkan hukum dengan
melihat kondisi individu dan struktur
masyarakat. Awal sanksi zina adalah
cercaan dan hinaan (surat an-Nisa' ayat
16), selanjutnya kurungan dalam rumah
(surat an-Nisa' ayat 15), tahap berikutnya
hukuman dera (surat an-Nur ayat 2).
Sementara hukum rajam yang sumbernya
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hadis Nabi diperdebatkan
keautentikannya. Terlebih jika hukum
rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa'
ayat 25 dan surat al-Ahzab ayat 30.
Dengan demikian, para fuqaha di
samping menerapkan teori graduasi juga

merasionalisasikan ~ prinsip nasakh.
Jumhur ulama  menganggap tetap
cksisnya hukum rajam,*’  sementara

golongan Khawarij, Mu’tazilah dan
sebagian fugaha Syi'ah menyatakan
bahwa sanksi bagi pezina adalah hukum
dera (cambuk).”

Pada konteks kekinian, penerapan
sanksi bagi pezina harus
mempertimbangkan realitas masyarakat.
Ketika berbicara hukum rajam seperti
yang dijelaskan dalam as-Sunnah,
sementara dalam al-Qur'an tidak dikenal,
maka hal ini menunjukkan bahwa hukum
rajam bukan hukum yang hidup dalam
sistem negara Islam manapun, kecuali
Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak
lepas dari adanya perubahan konstruksi
masyarakat sekarang, dengan konstruksi
masyarakat muslim pada saat hukum
rajam diterapkan. Perubahan masyarakat
pada gilirannya merubah rasa hukum
masyarakat, sehingga masyarakat enggan
melaksanakan hukum rajam, di sisi lain
pezina harus dihukum berdasarkan
ketentuan al-Qur’an.

Dari berbagai bentuk sanksi delik
perzinaan dapat ditarik benang merah
sebagaimana yang diungkapkan oleh
Jalaludin ~ Rahmat, hukum  rajam
mempunyai fungsi sebagai penjera yang
dalam konteks masyarakat modern dapat
diganti dengan hukuman lain.”* Yusuf al-
Qaradawi berkomentar bahwa sanksi
perzinaan akan efektif diberlakukan
sebagaimana yang diinginkan oleh nash
jika masyarakat sempurna memahami
agamanya. Sebaliknya, jika masyarakat
lemah imannya, lingkungan tidak
mendukung, seperti wanita banyak
mempertontonkan kecantikannya,
beredarnya film-film porno, adegan
perzinaan terbuka lebar di mana-mana,
maka kondisi seperti ini tidak efektif
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untuk pemberlakuan hukum secara
definitif.**

Hukum rajam atau dera seratus kali
bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan.
Sebagaimana diungkapkan oleh
Muhammad Syahrur dengan teorinya
halah al-hadd al-2’la (batas maksimal
ketentuan hukum Allah), bahwa hukum
rajam bisa dipahami sebagai hukum
tertinggi dan adanya upaya untuk
berijtihad dalam kasus tersebut dapat
dibenarkan.** Demikian halnya pelaku
yang tidak diketahui oleh orang lain,
Islam memberikan peluang terhadapnya
untuk bertobat.”® Sebagaimana Nabi
menjadikan sarana dialog dalam kasus
Ma’iz ibn Malik yang mengaku berzina
dan minta disucikan (dihukum) oleh
Nabi, Nabi pun berpaling dan bertanya
berulang-ulang  agar  pengakuannya
dicabut dan segera bertaubat.*®

Sanksi  delik  kesusilaan  di
Indonesia tidak lagi merujuk secara
tekstual kepada ketentuan hukum yang
ada di dalam Islam, sebab dalam Islam
sendiri tidak ada ketentuan yang pasti
tentang sanksi serta penerapannya. Oleh
karena itu, ketentuan yang diambil dari
Islam secara substansial hanyalah tentang
pelanggarannya, yakni zina adalah
perbuatan tercela dan diaggap sebagai
sebuah kejahatan dan pelakunya dapat
dipidana. Pemikiran ini secara nyata
diakui oleh penduduk Indonesia tanpa
memandang agama, etnis, budaya, suku
bangsa dan adat istiadat.

Pendekatan pelaksanaan hukuman
dalam Islam ada dua macam, yaitu
Jjawabir dan zawajir. Di sisi  lain,
hukuman yang ditetapkan dalam al-
Qur'an perlu diakomodir dalam konteks
kekinian, meskipun tidak sampai pada
menghukum rajam bagi pezina mufisan.
Pendekatan  jawabir =~ menghendaki
pelaksanaan hukuman secara tekstual
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berdasarkan nash. Artinya hukum harus
ditegakkan dengan maksud menebus
kesalahan pelaku kejahatan, maka
pendekatan ini akan berlaku secara
universal, siapapun yang melanggar
ketentuan al-Qur'an akan dikenakan
sanksi. Sebaliknya zawajir lebih melihat
bagaimana agar tujuan dari pemidanaan
itu tercapai, yaitu membuat jera pelaku
dan menjadi pelajaran bagi orang lain
untuk tidak melakukan kejahatan.*’

E. Penutup

Perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM) dalam hukum pidana Islam
dibuktikan dengan pertimbangan suatu
perbuatan dianggap kejahatan adalah
karena perbuatan itu sangat merugikan
harkat manusia, baik secara individu
maupun kolektif. Islam melarang suatu
perbuatan yang jika dilakukan akan
merusak atau merugikan, schingga
pelakunya diancam dengan hukuman.
Perlindungan terhadap agama sama
artinya dengan larangan orang merusak
atau meninggalkan agama, schingga
penghinaan  terhadap agama  atau
kepercayaan dikenai sanksi. Perlindungan
terhadap jiwa berimplikasi terhadap
penerapan hukuman bagi pelaku yang
mengganggu jiwa seseorang. Oleh karena
itu, hukum Islam melarang membunuh
dan melukai anggota badan. Proteksi
terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam
dibahas dalam jarimah gqisas diyar.
Perlindungan terhadap keturunan
diimplementasikan ~ dengan  adanya
larangan berzina, karena perbuatan zina
akan menjadikan kaburnya keturunan.
Perlindungan terhadap akal, hukum Islam
mengharamkan segala sesuatu yang dapat
merusak akal. Oleh karena itu, perbuatan
seseorang yang dapat merugikan akal
akan dikenai sanksi.
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